
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

t{o oR 56 TAHUT{ 20{0

TENTANG
PENJABARAIII PERUBAHAT{ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAT{JA DAERAH PROVINSI SUTATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2OIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUtttATERA UTARA,

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsisumatera Utara Tahun Anggaran 2010;

Menimbang

Mengingat

b.

: 1.

2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsisumatera Utara Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom PropinsiAtjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
PropinsiSumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 NomorO4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g8S Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara nepuOtit lndonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S04g);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36S8);

3.

4.



o.

7.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38b1);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2$6l;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 43Sb);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20O4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4BA4l;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentrang Pembinaan dan Pengawasan atias Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peratur:an Pemerintah Nomor 24 Tahun Z0A4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentrang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45021;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang $tandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentrang Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

8.

L

10.

1',|.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

20.

21.

19.

22.



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a585);
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsisumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor g);
Peraturan Daerah Nomor g Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Prwinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utiara Nomor
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utiara
Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINST
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2O1O

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Menetapkan

Pasal {

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsisumatera Utara Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja setelah perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 3,434,511,793,568.00
Rp. 557,488,314,078.00

Rp. 3,992,000,107,646.00

Rp. 3,833,180,911,120.00
Rp. 281,965,456,663.00

Rp. 458,842,7CI2,552.00
Rp, (12,309,241,276.00)

Rp. 4,115,146,367,783.00
Rp. {123,146,260,137.00)

Rp. 346,533,461,276



b. Pengeluaran
1) Semula
2, Bertambahl(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp.
Rp.

60,173,595,000
163,213,616,139.00

Rp. 223,387,201,139
Rp.
Rp.

123,146,260,137.00

Pe.al 2

Per{absran Perub€han APBo seb4€imana dimak6ud dalam Pasal 1 sobagaimana brcantJm dalam Lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkgn dgri peraturan ini.

paral 3

Peraturan Gubemur ini mulai berl€ku p€da bnggal diundangkan.

Agat seliap ol:lng msngetahuinya, memerintahkan pengundangan PerafuEn Gubemur ini (bngan penempatannyg dahm genta Daerah provinsl Sumabra ubla.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 6 oktober 2olo

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 oktober 2oto

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O1O NOMOR 56


